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I PEFr'^TURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO]\4OR 8 TAHLIN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITLTNG'TIMUR.

Menirnbang : bahwa dalam upaya mendukung kelancaran tugas Pemerintah Desa, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia T&t,rtn 1 999 Nomor 7 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomtx 3tt5 l);

2. lJndang-Undang Nomtrr 27'l 'ahun 2000'l 'entang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka tlcl,itung (l,cnrbaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2000
Nomor 217, 'l 'ambahan 

Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-undang Nomor 1 'l'ahun 
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka

Selatan, Kabupnlen Bangka 'l'cngah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belit,ung 'l'imur 

di Propinsi Kcpuhuan llangka Belitung (l,embaran Negara
Rcpublik Indoncsia J'airun 2003 Nornor 25,'l'ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 426t4).,

4. tlndang-Unda.ng Nontor l0 'l'ahun 
2004 tcntang Penrbentuka.n Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara l{epublik Indonesia Tahun 20A4 Nomor
53, -fambahan 

Lembaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 '['ahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara ltepubiik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana ielah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peratur.an
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun ZOOS tentang perubahan
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintalan Daerah
Menjadi Un{ang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454g);

6' Peraturan Pemerintah Nom or 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah
dan Kewet$$an Pryqrinsl sebagai Daerah otonom (ilembar;iQ; RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomoi 54, Tambahan Lembaran N*eir" RepublikIndonesia Nomor 3952);

7 ' Peraturan Pemerintah Nom or 72 Tahun ,1005-,tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomon 158, rariuanan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 45g7);
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Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITI.ING TIMUR
dan

BUPATI FJEI,TTTJNG TI MUR

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH I.ENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah i'ri yang dimaksud dengan :
l. Pemerintah Daeratr adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Belitung Tin ur.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selaniutnya disebut desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala tJrusan dan Kepala-kepala
f)usun.

BNB I I
RINCIAN JENIS PENGHASILAhI DAN TUNJANGAN

KEPAL,\ DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal2

( I ) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan
atau tunjangan lainnya sesuai kemarnpuan keuangan desa.

(2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa :
a. tunjangan kesehatan;
b. tunjangan kecelakaan ;
c. tunjangan kematian;
d. tunjangan purnabakti.

Pasal 3

(1) paji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Kepala Desa atau perangkat
Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tr:tap dibayar oleh Instansi induknla.

(2) Pegawai Ne.qeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berhak mendapatkan
kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-*a*gan y?ng berlaku.



BAB III

PELAKSANAAN, PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN

PEMBERIAN PENGHA SILAN DAN TI.INJANGAN

Pasal 4

(1) penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan

perangkat Desa serta keluarganya yang bukan Pegawai Negeri dapat

dipertimbangkan untuk diberikan tunjangan kesehatan berdasarkan kemampuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa'

Pasal 5

( l ) Apabila Kepala Desa dan Perangkat De sa mengalami kecelakaan didalam dan

waktu mcnjalankan tr rgas scbagai Pojabat Pemerintah Desa sehingga untuk

selanjut1,yu tiduk dapat lagi menialaurkan tugas dan kewajibannya maka kepadanya

diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 4x (empat kali) penghasilan

sebulan.

(2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mcnirrggal dunia didalam dan sewaktu

menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintahan Desa maka kepadanya diberikan

tuniangap kematian sckaligirs sctrcsar 6x (cnnrn kali) penghasilan sebulzur, kepada

ahli waris yang berhak, disamping itu diberikan .iuga tunjzurgan gugur dari

Pemerintah I Pernerintah Kabupaten.

Pasal 6

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari .iabatannya dan mencapai masa
akhir jabatannya sebagai pejabat pemerintah Desa, maka diberikan tunjangan purna

bakti dari Pemerintah Kabupaten sebesar 6x (enam kali) dari penghasilan tetap.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(3) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, rnaka segala Perattran Daerah yang
mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dinyatakan
tidak berlaku.

(4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAI] V
KE'TEN-I.T JAN PI]NLJT'LJP



Pasal 8

Peraturarl Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruitry&, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratr
ini dengan fenempatannya dalam Lembaran Daeratr Kabupaten Belitung Timur.

Ditetaptan di Mapgg*
padatangeal 17 Jtrni 20A6

TIMU&

TJAHAJA PUf,N.q.MA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Juni 2006

ARIS DAERAH
BELITUNG TIMUR.

AHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2OO6NOMOR 32.
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